
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Walikota dan Wakil Walikota agar dapat 
meningkatkan kinerja tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam 
menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mengaspirasi 
kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menunjang kegiatan 
operasional Walikota dan Wakil Walikota, perlu adanya Belanja 
Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu 
mengatur biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil 
W alikota dengan Peraturan W alikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Belanja Penunjang Operasional Walikota dan 
Wakil Walikota; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesi6ahun 1954 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 
Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta 
Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 121); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan 
Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3242); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang 
Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 
Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara 
Tertentu; 
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto. 

5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota 
Mojokerto. 

6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pasal 1 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG BELANJA 
PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota; 
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a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota; 

b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk 
membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan 
Wakil Walikota; 

c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang 
inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan 
dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan 
oleh W alikota dan W akil W alikota; 

d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk 
pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan 
oleh W alikota dan W akil W alikota; 

e. Biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk 
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan tunjangan cacat bagi 
Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga; 

f. Biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai 
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan 
Wakil Walikota; 

g. Biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian 
dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya; dan 

h. BPO, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan 
kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan dan kegiatan 
khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota 
dan W akil W alikota. 

Pasal3 
Untuk pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota, 
disediakan : 

BAB Ill 

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

Pasal 2 

Kedudukan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara. 

BAB II 

KEDUDUKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO 
adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota 
dan Wakil Walikota. 
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(2) Alokasi besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Walikota 
dan Wakil Walikota disesuaikan dengan kebutuhan masing- 
masing setiap bulannya. 

Pasal 5 

(1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada 
APBD tahun berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dalam 
tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran 
sesuai kebutuhan. 

d. Di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai 
dengan RpS0.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling 
rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
tinggi sebesar 0,80°/o (nol koma delapan nol persen); 

e. Di atas RpS0.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai 
dengan RplS0.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar 
rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol 
persen); dan 

f. Di atas RplS0.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar 
rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah) dan paling tinggi 0, 15°/o (nol koma satu lima persen). 

c. Di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai 
dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling 
rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
tinggi sebesar 1,50°/o (satu koma lima nol persen); 

Besaran BPO Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi 
Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: 

a. Sampai dengan RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling 
rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) 
dan paling tinggi sebesar 3°/o (tiga persen); 

b. Di atas RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan 
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah 
RplS0.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
tinggi sebesar 2°/o (dua persen); 

Pasal 4 
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(3) Rincian Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud ayat (2) 
memuat kegiatan, tujuan, penerima dan tanggal kegiatan. 

(4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran Bagian Umum setiap bulan paling lambat setiap 
akhir bulan. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Walikota dan Wakil 
Walikota dibuktikan dengan Laporan Penggunaan BPO 
W alikota dan W akil W alikota. 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan BPO, Walikota 
dan Wakil Walikota wajib menandatangani Pakta Integritas 
yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai 
peruntukannya. 

Pasal 7 

(1) BPO Walikota dan Wakil Walikota disediakan untuk 
kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan. 

(2) Bagian Umum menyusun anggaran BPO secara kolektif yang 
diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau DPA SKPD yang 
dikelompokkan ke dalam Belanja Pegawai, obyek belanja 
Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota. 

(3) BPO Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dianggarkan pada Bagian Umum. 

(4) Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) 
untuk mencairkan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan 
Wakil Walikota sesuai kebutuhan yang diajukan kepada 
Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan : 

a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh 
Walikota atau Wakil Walikota; dan 

b. Rincian Penggunaan BPO yang memuat kegiatan, tujuan, 
penerima dan tanggal kegiatan. 

Pasal6 

BABIV 

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO 
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BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 110/D 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

Juni 2020 11 pada tanggal 

Diundangkan di Mojokerto 

IKA PUSPITASARI 

ttd. 

WALIKOTA MOJOKERTO 

2020 11 Juni pada tanggal 

Ditetapkan di Mojokerto 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Pasal 8 

BABV 

KETENTUANPENUTUP 
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